PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUS
IBUKOTA JAKARTA |

NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG

FAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JARARTA,

r 28 Tahun 2009
Peraturan Daerah

1tidak sesuai lagi;

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ma
Nomor 8 Tahun 2003 tentang Paiak Restoran sud:

dimaksud daiam
ng Pejak Restoran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan schegaima

huruf a, perlu membentuk FPeraturan uaermh tent
{Hentuan Umum dan
ik Indonesia Tahun
Republik Indonesia
li diubah, terakhir
(Lembaran Negara
mbahan Lembaran

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor € Tahun 1993 tentang |t
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Repu
1983 Nomor 49, Tembahan Lemharan Negara
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa |
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007
Republik Indonesia Tahun 2007 Nemor 85, T
Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
| Penagihan |Pajak
% Indonesia Tahun
Pl’\epub!ik Indonesia
n Undang-Undang
il Indonesia Tahun
Fxopubllk Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987 tenian
Dengan Surat Paksa (Lémbaran Megara Repub
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Megara
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah deng
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Repu
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentan
(Lembaran Negara Republik Indonasia Tahu
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenta

(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahu
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Pengadilan Pajak
2002 Momor 27,
omeor 4189);

Keuangan Negara
2003 Nomor 47,
omor 4286);




10.

T,

1 Perbendaharaan
hun 2004 Nomor 5,
lomor 4355);

Undang-Undang Nomeor 1 Tahun 2004 tenta
Negara (Lembzran Negara Repubiik Indonesia T
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
tang  Pemeriksaan
i‘\!egara (Lembaran
Fr 66, Tambahan
)

merintahan Daerah
2004 Nomor 125,
ia Nomor 4437),
dengan Undang-
Repubiik Indonesia
Negara Republik

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 fte
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 440
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 teniang |
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Tambahan Lembaran Negara Republik Indo
sebagaimana telah beberapa kali diubah terak
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negar
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembara
Indonesia Nomor 4844);

—= U7

Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 teflang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pgmerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunfl 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia [Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 teftang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebgpei Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negargl Republix indonesia
Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembarajn Negara Republik
Indonesia Nomor 4744),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tontar
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik In
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Reput
5049);

Undang-Uncdang Nomor 12 Teahun 2011 fo
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tembaha
Republik Indonesia Nomor 5234);

Pajak Daerah dan
onasia Tahun 2009
lik Indonesia Nomor

tang Pembantukan
Negara Republik
Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 20 ii tentang Tata Cara

Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak bngan Surat Paksa
. ' \

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunfl 2000 Nomor 247,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia lomor 4049);
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14.

15.

16.

17.

18.

18.

20.

Lol ilcily tdla vald
Penjualan Secara
gan Surat Paksa
2000 Nomor 248,
omor 4050);

ntang Tempat dan
Fenanagung Pajak,

Y AN eE AR sl i LGSR PRI Pl alaldil LU
Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecuslikan ds
Lelang Dalam Rangka FPenagihan Pajak d
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000
Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Bail
dan Pemberian Ganti Rugi Dalem Rangka Penn
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Ind
Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Reput
4051),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 te
Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik |
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repu

AR7 2\
I/ G),

;Jf'li_-’iﬂ Pajak Denaan
nesia Tahun 2000

ik Indonesia Nomor

tang Pengelolaan
onesia Tahun 2005
ik Incdonesia Momor

entang  Pedoman
erintahan Daerah,
2005 Nomor 165,
omor 4593);

hun 2006 tentang
mana telah diubah
Tahun 2011;

tang Pokok-pokok
h Provinsi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan P
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T
Pedoman Pencelolaan Keuangan Daerah sebag:
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2

2

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 teo
Pengelolaan Keuangen Dacrah (Lembaran Daer
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nemor 5);
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Da
Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 2010 tentand| Ketentuan Umum
Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerfih Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembatan Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3%

ntang Organisasi
ah Khusus Ibukota

Dengan Persetujuan Bersama

H
ARTA

DEWAN PERWAIILAN RAKYAT DAER|
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTIN JAKARTA




Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK RESTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Dasrah Khusus [bukota

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan P
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Da

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daera
Jakarta.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sela
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daeral
Khusus Ibukota Jakarta.

5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayana
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Kepala Dinas Pelayanan Pgajak adalah Kepnla |
Pajak Provinsi Daerah KKhusus lbukota Jakarta.

=~

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak,
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang p
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-|
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemal:
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atal
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usal
tidak melakukan usaha yang meliputi pers
perseroan komanditer, perseroan lainnya, bad
negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, orf

organisasi sosial politk, ateu organisasi lainny

bentuk badan lainnya termasuk kontrak invest§

bentuk usaha tetap.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan
oleh restoran.

K

arta.

rtangkat Daerah

F

il

ibadi atau badan

1

i <

ah.
‘K

husus |lhukota

;mnyﬁ disingkat

rovinsi Daernah

Pajak Provinsi

Inas Pelayanan

alah kontribusi

ndang, dengan

igunakan untuk

wran rakyat.

modal yang
maupun yang

proan terbatas,
i}t usaha milik
‘UMD) dengan
koperasi, dana
anisasi massa,

lembaga dan
i kolektif dan

ng disediakan
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dﬂng:m dlpungu‘ bayaran, yang mencakup *Lga rumah makan,
kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejeniinya termasuk jasa
boga/katering.

11. Pembayaran adalzh jumlah yang diterima atay| seharusnya diterima
sebagai imbalan alas penyerahan jasa sebaga pembayaran kepada

pemilik restoran. .

BAB I .
NAMA PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak 7S pelayanan yang
disediakan olzh restoran.

(2) Untuk ketentuan formal dalam pelnksanaan
Restoran dilakukan berdasarkan Peraturan Da
2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.

pemunguian  Pajak
ah Nomor 6 Tahun

DAD
OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJ
Bagian esatu

Objek Pajak

Pasal 3

(1) Objek Pajak Restoran adalzh pelayanan ya
restoran.

(2) Pelayanan yang disediaken rosinran seiyagnim
ayat (1), m :,prl,-u pelayanan peniualan makanai
yang dikonsumesi olah pambeli, baik dikonsumsi
maupun di tempat [2in

(3) Tidak termasuk objck Pajak Restoran sebagajir
ayat (1), adalah :

a. pelayanan yang disediakan restoran alnu
pengelolaannya satu manajemen denga:

b. pelayanan yang disediakan oleh restoran ya
(peredaran usaha) tidak melebihi Rp. 200.
juta rupiah) per tahun.

g dizediakan olzh
na| dimaksud| pada
danfatau minuman
tempat pelayanan

na dimaksud pada

Imah malkan| yang

_3
O

| nitai penjualannya
0.000,- (dua ratus




ST Theuag SRR EUE SR O N, L e

Subjek Pajak

Pasal 4

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi ajau badan yang
membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.

Bagian Ketiga '

Wajib Pajak

Pasal 5 b

% . I I
Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi a U badan yang

mengusahakan restoran. ]
BAB IV
DASAR FENGEMAAN, TARIF,

CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH RIEMUNGUTAN

| B P | P 4
5 j\;l}i“; 250U

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 6
Dasar pengenaan Pajak Restoran adelah jumlzh|pfimbayararn yang
diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Fasal 7

Tarif Pajak Restoran ditetapan sebesar 10% (sepululf [persen).

Cara Penghitungan Pajak

Fasal 8

Besaran pokok Pajak Racloran yang ferutang dihiiufin dengan cala
mengalikan tarif schbagaimana dimaksid dalam sal 7 dengan

dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalajn Pasal 6.




Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilay
restoran berlokasi.

(1)

(2)

=gt AR B AR

Wilayah Pemungutan

Pasal 9

daerah tempat

BABV
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG JPAJAK
Bagian Kesatu

Masa Pajak

Pasal 10

Masa pajak adalah jangka wakiu yang lamany§ sama dengan 1
(satu) bulan takwim,

Bagian dari bulan dihitung satu bulan psnuh.

Bagian Kedua
Saat Terutang Pajak

Pasal 11

at pembayaran
storan.

Pajak Restoran yang terutang terjadi pada ¢
kepada pengusaha restoran atas pelayanan di
yanan restoran
yaran.

Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pe
diberikan, pajak terutang pada saat terjadi pem

BAB V|
KETENTUAN PERALIHAN

RPasal 12
Terhadap Pajak Resloran yang terutang dalam
berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daeral
berlaku ketentuan Peraturan Daerah Nomor
tentang Pajak Restoran.

a%a pajak yang
ni, masih tetap
§ Tahun 2003

herah ini belum
cda masih tetap
raturan Daerah

Selama peraturan pelaksanaan dari Paraturan
diterbitkan, maka peraturan pelaksanaan yang
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
ini.




BAB Vil
NTUAN PENUTUP

L f_
KET

D
i

4
i

asal

3

Pada saat Peraturan Dacrah ini mulai berlaku, Perat
Tahun 2003 tentang Pajak Restoran (Lembaran Da
Khusus lbukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 59), di
tidak berlaku.

}nn Daerah Nomeoer 8
rah Provinsi Daerah

1but dan dinyatakan

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berla'u pada tanggal dirs
Agar setiap orang mangetahuinys, memerinta?
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dala
Provinsi Daerah Xhusus [bukota .

|
Jakaria.
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Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 pesember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA,
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FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001
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DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKAR
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PRCVINSI DAERAH KH
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK RESTORAN
UMUM
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintzhan di Profbinsi Daerah [Khusus
Ibukota Jakarta sesuai kewenangan yang diberitinn, salah saty tlhkeur pandukung untuk

terlaksananya kewenangan dimaksud horus dibarongi denglin pembinvaan yang
memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperalely Femerintah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah melalui penerimaan Pajek Daerah antara lain
Pajak Restoran.

Selama ini pelaksanaan pc,.nmr*m:: Pajak Restoran|| sudah diatur dalam
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 beserta peraturan pe[. ksanaannya. Dengan
berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah, yang berakibat adanya perluasan dalam hfal pemungutan objek
Pajak Restoran, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Perafiran Daerah Nomor 8
Tahun 2003 melalui Peraturan Daerah juga yang dalam penjlisunannya dilakukan
bersama-sama dengan DPRD, sehingga pelaksanaan pemurfutan Pajak Daerah,
khususnya Pajak Restoran dapat ontimal dalam rangka menduling penyelenggaraan
pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus lbhukota Jakarta.

1

Berkailan dengan kewenangan kepada caarah dolom v
daerah adalah dalam rangka untuk menghindari ditetapkannya faril paiak varg tinggi
dan diluar kewenangan yang diberikan, schingoa dapat mengmbah beban kepada
masyarakat, dan sejaian dzngan tuntuten masyarakat terhadap gelayanan masyarakat
vang harus semakin baik, maka Pemerintah Provinsi Daerah Kifusus Ibukota Jakarta
secaira terus menerus berupaya meningkatkan kinerja pelayaflannya sebagaimana
yang diharapkan oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan akuntabilitas atas pungutan pajak Digerah maka di dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada ketentuzn Hgjak Restoran telah
diamanatkan agar sebagian hasil peneriman pajak dialokasikgn untuk pembiayaan
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pajak Daerah ini,
kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha didalam pefpksanaan kewajiban
perpajakan Daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat unjuk membayar pajak,
khususnya Pajak Restoran semakin meningkat dan bagi apffrat pemungut pajak
bekerja secara profesional yang didasari pada prinsip tata kelolff pemerintahan yang
baik.

--+ Lo A pid Ay wsls
natapkan tanl pajsk

dapat memberikan
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material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, dasar
pajak, dan tata cara penghitungan pajak, serta ketentuan men
saat terutang pajak.

PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.
Angka 2

Cukup jelas.
Angka 3

Cukup jelas.
Angka 4

Cukup jelas.
Angka 5

Cukup jelas.
Angka 6

Cukup jelas.
Angka 7

Yang dimaksud dengan ‘tidak mendapatkan imbal
adalah bahwa atas pembayaran Pajak Daerah tidak da

b

secara kolektif.
Angka 8

Cukup jelas.
Angka 9

Cukup jelas.
Angka 10

Yang dimaksud dengan ‘jasa boga” adalah usaha yan
makanan, hidangan dan santapan.

Yang dimaksud dengan “katering” adalah usaha yang me

b

pemesan.
Angka 11
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

pHSligatldl Aclchiliuall

ngenaan pajak, tarif

nai masa pajak dan

| secara langsung’
t diberikan imbalan

langsung secara kontra prestasi terhadap orang atau b én, tetapi diberikan

melayani dibidang

yani pesanan atau

pemasok hidangan untuk pesta, pertemuan, dan sebagai ya untuk keperluan
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Pasal 3
Ayat (il
Clikup jelas.
Ayat (®)
Y#ing dimaksud “dikonsumsi ditempat lain” adalah termasuk pelayanan take
éu ay/delivery order (melalui pesanan, diantar atau dibawa pulang atau yang
t\dak dikonsumsi ditempat) dan pelayanan lainnya dalam bentuk apapun oleh
restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, jasa boga atau
kgtering, dan sejenisnya.
Ayat (§)

CLP(Up jelas.

Pasal 4
Cukuplfielas.
Pasal 5
Cukuplfelas.
Pasal 6

Yaflg dimaksud dengan “pembayaran atau seharusnya dibayar’ adalah
juhﬂah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas
peflyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha restoran.
Unflik usaha katering/jasa boga, pembayaran adalah pada saat diterimanya
pembayaran dari pemesan kepada pengusaha katering/jasa boga.
Pasal 7
Cukup [felas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup‘J plas.
Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12 |
J

Cukup jlas.
Pasal 13

Cukup}jnlas.
Pasal 14

Cukup jdlas.

TAMBAHAN LEi\“BARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 25
|




